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WALIKOTA BANJAR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BANJAR
NOMOR 9 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN DANA DESA SETIAP DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJAR,
Menimbang : a. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang

Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

b. bahwa ketentuan Pasal 13 sampai dengan Pasal 19 Peraturan
Walikota Banjar Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa perlu disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan
Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.07/2015
tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan,
Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, menyebutkan tata cara
penghitungan dan penetapan rincian dana desa setiap desa
ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Tata Cara Penghitungan dan Penetapan Dana
Desa Setiap Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4246);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
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5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5539);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558),
sebagaimana telah telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang
Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);



3

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 2092);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 2093);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 2094);

19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman
Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal
Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 158);

20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib
dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian,
Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha
Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 296);

23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 Tentang
Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan
dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 684);

24. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara
Pengadaan Barang/Jasa di Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN
DAN PENETAPAN DANA DESA SETIAP DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah

sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Banjar.
4. Camat adalah Perangkat Daerah yang mengepalai wilayah kerja

Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar
5. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan

nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan
masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
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prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional
yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan
nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Desa.

8. Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya
disebut Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kota Banjar.

9. Perangkat Desa adalah sekretariat Desa, pelaksana kewilayahan
dan pelaksana teknis berkedudukan sebagai unsur pembantu
kepala Desa, yang meliputi Sekretaris Desa, Kepala Urusan,
Kepala Dusun, Kepala Seksi dan Staf yang bertugas membantu
Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama
lain, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang
melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya
merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan
wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah
musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah
Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan
Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat
strategis.

12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang
ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati
bersama Badan Permusyawaratan Desa.

13. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang
dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan
barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan
kewajiban Desa.

14. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang
meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,
dan pertanggungjawaban keuangan Desa.

15. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa,
adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

16. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa
yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja
daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan,
pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;

17. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Kabupaten/Kota.

18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut
APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan
Desa.

19. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang
Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa
dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa
pada Bank yang ditetapkan.
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20. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang meliputi bidang
Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pelaksanaan Pembangunan
Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan
Masyarakat Desa.

21. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat
SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran
anggaran selama satu periode anggaran tahun.

22. Pembinaan dan Pengawasan adalah pemberian pedoman,
standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan,
bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi,
monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan
penyelenggaraan pemerintahan Desa.

Pasal 2

Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan
perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan
bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan
kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.

BAB II
PENGALOKASIAN

Pasal 4

(1) Rincian Dana Desa untuk setiap Desa yang ada di wilayah Kota
Banjar ditetapkan oleh Walikota berdasarkan rincian Dana Desa
untuk Pemerintah Kota Banjar.

(2) Rincian Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan :
a. alokasi dasar; dan
b. alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah

penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat
kesulitan geografis setiap Desa.

Pasal 5

Rincian Dana Desa setiap· Desa berdasarkan alokasi
dasar sebagaimana  dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf
a, adalah sebesar 90% (sembilan puluh per seratus) dari
Dana Desa yang diterima Pemerintah Kota Banjar dibagi rata
setiap desa.

Pasal 6

(1) Rincian Dana Desa setiap Desa berdasarkan alokasi yang
dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka
kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis
setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2)
huruf b dihitung dengan bobot sebagai berikut:
a. 25 % (dua puluh lima per seratus) untuk penduduk desa;
b. 35% (tiga puluh lima per seratus) untuk angka

kemiskinan Desa;
c. 10% (sepuluh per seratus) untuk luas wilayah Desa; dan
d. 30% (tiga puluh per seratus) untuk tingkat kesulitan

geografis Desa.
(2) Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis

Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing
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ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin Desa dan IKG
Desa.

(3) Penghitungan rincian Dana Desa setiap Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan
formula sebagai berikut:
W = (0,25 x Zl) + (0,35 x Z2) + (0,)0 x Z3) + (0,30 x Z4)
Keterangan:
W = Dana Desa setiap Desa yang dihitung berdasarkan

jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas
wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap
Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap desa terhadap total
penduduk desa yang ada di Wilayah Kota Banjar

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap
total penduduk miskin Desa yang ada di Wilayah Kota
Banjar

Z3 = rasio luas wilayah setiap desa terhadap luas wilayah
Desa yang ada di wilayah Pemerintah Kota Banjar

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG desa
Pemerintah Kota Banjar

(4) Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, dan luas wilayah
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari
kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 7

(1) IKG Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) disusun
dan ditetapkan oleh Walikota berdasarkan data dari lembaga
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
statistik.

(2) IKG Desa sebagaimana dimaksud pada pasal (1) ditentukan
oleh beberapa faktor meliputi :
a. ketersediaan prasarana pelayanan dasar;
b. kondisi infrastruktur; dan
c. aksesibilitas/transportasi.

Pasal 8

Rincian Dana Desa setiap Desa ditetapkan lebih lanjut dengan
Keputusan Walikota.

BAB III
MEKANISME DAN TAHAP PENYALURAN DANA DESA

Pasal 9

(1) Penyaluran Dana Desa dari Pemerintah Kota Banjar kepada
Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening
Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.

(2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan
dengan ketentuan :
a. tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh per

seratus);
b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per

seratus); dan
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c. tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh per
seratus).

(3) Penyaluran Dana Desa setiap tahap sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah
diterima di Rekening Kas Umum Daerah.

(4) Penyaluran Dana Desa dari Rekening Kas Umum Daerah ke
Rekening Kas Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf a, dilakukan setelah kepala desa menyampaikan
Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Walikota melalui
Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa,
Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjar disertai dengan surat
permohonan pencairan diketahui Camat dan photo copy
Rekening Kas Desa.

(5) Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa,
Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjar meneruskan
pengajuan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4),
kepada Walikota dengan tembusan kepada Kepala Dinas
Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Banjar.

(6) Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menindaklanjuti
dengan disposisi kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Kota Banjar.

(7) Penyampaian Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) paling lambat bulan Maret.

BAB IV
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 10

(1) Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan
kemasyarakatan.

(2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan
untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan
masyarakat.

(3) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan
oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi.

Pasal 11

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman
pada ketentuan yang telah ditetapkan.

Pasal 12

(1) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang
tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa
sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (3) setelah mendapat
persetujuan dari Walikota.

(2) Dalam hal Dana Desa digunakan untuk membiayai kegiatan
yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala desa mengajukan
kepada Walikota dengan memastikan pengalokasian Dana Desa
untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau
kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah
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terpenuhi.
(3) Persetujuan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa tentang
APB Desa.

Pasal 13

Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa.

BAB V
PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN

REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 14

(1 ) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana
Desa kepada Walikota melalui camat setiap semester.

(2 ) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menindaklanjuti
penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa kepada
Walikota melalui Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat,
Pemerintahan Desa, Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjar
dengan tembusan kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Kota Banjar.

(3) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
ketentuan :
a. semester I, paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun

anggaran berjalan; dan
b. semester II, paling lambat minggu keempat bulan Januari

tahun anggaran berikutnya.
(4) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester I menjadi

persyaratan penyaluran Dana Desa dari Rekening Kas Umum
Daerah ke Rekening Kas Desa tahap II tahun anggaran berjalan.

(5) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester II menjadi
persyaratan penyaluran Dana Desa dari Rekening Kas Umum
Daerah ke Rekening Kas Desa tahap I tahun anggaran
berikutnya.

(6) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa disusun sesuai dengan
format yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VI
PEMANTAUAN DAN EVALUASI SiLPA DANA DESA

Pasal 15

(1) Walikota melakukan pemantauan dan evaluasi atas SiLPA Dana
Desa.

(2) Dalam hal pemantauan dan evaluasi atas SiLPA Dana Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan SiLPA Dana
Desa lebih dari 30 % (tiga puluh per seratus), maka Walikota :
a. meminta penjelasan kepada kepala Desa mengenai SiLPA

Dana Desa tersebut; dan/atau
b. meminta Inspektorat Kota Banjar untuk melakukan

pemeriksaan.
(3) SiLPA Dana Desa lebih dari 30 % (tiga puluh perseratus)

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihitung dari Dana Desa
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yang diterima Desa pada tahun anggaran berjalan.
(4) SiLPA Dana Desa dianggarkan kembali dan digunakan sesuai

dengan peruntukannya pada tahun anggaran berikut.

BAB VI
SANKSI

Bagian Kesatu
Penundaan Penyaluran

Pasal 16

(1) Walikota menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal :
a. kepala desa tidak menyampaikan Peraturan Desa tentang

APB Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (5) dan
laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester II
sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (2);

b. terdapat SiLPA Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh per
seratus) pada akhir tahun anggaran sebelumnya; dan/atau

c. terdapat usulan dari Inspektorat Kota Banjar.
(2) Penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a, dilakukan setelah kepala desa
menyampaikan Peraturan Desa tentang APB Desa dan realisasi
penggunaan Dana Desa semester II kepada Walikota.

(3) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b, dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa
tahap I tahun anggaran berjalan sebesar SiLPA Dana Desa
tahun anggaran sebelumnya.

(4) Dalam hal SiLPA Dana Desa lebih besar dari jumlah Dana Desa
yang akan disalurkan pada tahap I, maka penyaluran Dana
Desa tahap I tidak dilakukan.

(5) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), dilakukan sampai dengan penyaluran Dana Desa tahap
II.

(6) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), berlangsung sampai dengan akhir
tahun anggaran berjalan, Walikota melaporkan penundaan
tersebut kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jendral
Perimbangan Keuangan.

(7) Walikota menganggarkan kembali Dana Desa yang ditunda
penyalurannya untuk diperhitungkan dalam penyaluran pada
tahun anggaran berikutnya.

Bagian Kedua
Pemotongan Penyaluran Dana Desa

Pasal 17

(1) Walikota melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam
hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa
sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (3), masih terdapat
SiLPA Dana Desa lebih dari 30 % (tiga puluh per seratus) pada
tahun anggaran berjalan.

(2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun
anggaran berikutnya.
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BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka ketentuan Pasal
13 sampai dengan Pasal 19 Peraturan Walikota Banjar Nomor 6
Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah
Kota Banjar Tahun 2015 Nomor 6), dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 8 Mei 2015

WALIKOTA BANJAR,

ADE UU SUKAESIH.

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 8 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

FENNY FAHRUDIN

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2015 NOMOR 9
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LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA
NOMOR : 9 TAHUN 2015
TANGGAL : 11 Mei 2015
TENTANG : TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN DANA DESA

SETIAP DESA.

LAPORAN REALISASI PENYALURAN DAN KONSOLIDASI PENGGUNAAN DANA DESA

KOTA BANJAR

TAHUN ANGGARAN ...............

Pagu Kota : Rp……………………..

KODE REKENING URAIAN

NOMOR DAN
TANGGAL

BUKTI
PENYALURAN

JUMLAH
PENERIMAAN

(DEBET)

JUMLAH
PENGELUARAN

(KREDIT)
SALDO

KET

(SP2D)* (Rp.) (Rp.) (Rp.)
1 2 3 4 5 6 = 4 - 5 7

A PENDAPATAN
A 1 Pendapatan Transfer
A 2 Dana Desa

- TAHAP PERTAMA
- TAHAP KEDUA
- TAHAP KETIGA

B 1
BELANJA BANTUAN
KE DESA .......

B 1 1

Bidang
Penyelenggaran
Pemerintahan

B 1 1 1 Kegiatan .........
B 1 1 2 Kegiatan .........
B 1 1 3 dst ............

B 1 2
Bidang Pelaksanaan
Pembangunan Desa

B 1 2 1 Kegiatan .........
B 1 2 2 Kegiatan .........
B 1 2 3 dst ............

B 1 3
Bidang Pembinaan
Kemasyarakatan

B 1 3 1 Kegiatan .........
B 1 3 2 Kegiatan .........
B 1 3 3 dst ............

B 1 4
Bidang Pemberdayaan
Masyarakat

B 1 4 1 Kegiatan .........
B 1 4 2 Kegiatan .........
B 1 4 3 dst ............

B 2
BELANJA BANTUAN
KE DESA ....... dst

JUMLAH Rp. ..........

Keterangan :
*SP2D Penyaluran Dana Desa dari Kota Ke Desa

Disetujui oleh,
WALIKOTA BANJAR,

(…………………………..)

WALIKOTA BANJAR,

ADE UU SUKAESIH.



12

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA
NOMOR : 9 TAHUN 2015
TANGGAL : 11 Mei 2015
TENTANG : TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN DANA DESA

SETIAP DESA.

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA
SEMESTER ........... TAHUN ANGGARAN .......

PEMERINTAH DESA ...............
KECAMATAN .....................

KOTA BANJAR

Pagu Desa  : Rp……………

KODE REKENING URAIAN

NOMOR DAN
TANGGAL

BUKTI
PENYALURAN

(SP2D)*

JUMLAH
PENERIMAAN

(DEBET)

JUMLAH
PENGELUARAN

(KREDIT)
SALDO

KET

(Rp.) (Rp.) (Rp.)
1 2 3 4 5 6 = 4 - 5 7

1 PENDAPATAN
1 2 Pendapatan Transfer
1 2 1 Dana Desa

- TAHAP PERTAMA
- TAHAP KEDUA
- TAHAP KETIGA

2
BELANJA BANTUAN
KE DESA .......

2 1

Bidang
Penyelenggaran
Pemerintahan

2 1 1 Kegiatan .........
2 1 2 Kegiatan .........
2 1 3 dst ............

2 2
Bidang Pelaksanaan
Pembangunan Desa

2 2 1 Kegiatan .........
2 2 2 Kegiatan .........
2 2 3 dst ............

2 3
Bidang Pembinaan
Kemasyarakatan

2 3 1 Kegiatan .........
2 3 2 Kegiatan .........
2 3 3 dst ............

2 4

Bidang
Pemberdayaan
Masyarakat

2 4 1 Kegiatan .........
2 4 2 Kegiatan .........
2 4 3 dst ............

JUMLAH Rp. .......

Keterangan :
)*SP2D Penyaluran Dana Desa dari Kota Ke Desa

BENDAHARA DESA………..

(………………………….)

Disetujui oleh,
KEPALA DESA ...............

(…………………………..)

WALIKOTA BANJAR,

ADE UU SUKAESIH.
.


